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Manusia menjadi subjek dari Pancasila ‘

yang harus mengimplementasikan,
merawat, dan melestarikan nilai-
nilainya dalam bentuk perilaku yang
menjadi cermin sudah
mendarahdagingnya Pancasila bagi
para penganutnya

Manusia akan selalu bersentuhan
dengan norma-norma berupa
ketentuan, kewajiban, larangan, dan
sebagainya

Jaringan norma-nomra tersebut
terkadang menuntut seseorang untuk
berbuat apa yang tidak dikehendaki
bahkan tidak disukai
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Berasal dari bahasa
Yunani, “Ethos” yang
artinya tempat tinggal
yang biasa, padang
rumput, kandang,
kebiasaan, adat, watak,
perasaan, sikap, dan
cara berpikir.

Etika berarti ilmu
tentang segala sesuatu
yang biasa dilakukan
atau ilmu tentang adat
kebiasaan. Dalam arti
ini, etika berkaitan
dengan kebiasaan hidup
yang baik, tata cara
hidup yang baik, baik
pada diri seseorang
maupun masyarakat.

Apakah yang dimaksud dengan etika?

(1) sistem nilai, yaitu
nilai atau dasar yang
digunakan sebagai
pedoman oleh individu
atau kelompok
masyarakat, (2) kode
etik, yaitu kumpulan
dari nilai normal yang
berlaku dalam
masyarakat, dan (3)
filsafat moral, yaitu ilmu
yang di dalamnya
membahas mengenai
baik dan buruk

Keduanya memang
mengatur perilaku
manusia secara
normatif. Akan tetapi,
etika lebih mengacu ke
filsafat moral yang
merupakan kajian kritis
tentang baik dan buruk,
sementara etiket
mengacu kepada cara
yang tepat, yang
diharapkan, serta
ditentukan dalam suatu
komunitas tertentu.

Etika marupakan suatu
ilmu pengetahuan
normatif yang
mempelajari tentang
konsep nilai baik, buruk,
harus, benar atau salah
secara sistematis.
Sistem etika dapat
berarti suatu kode atau
suatu kumpulan asas
yang membentuk suatu
keseluruhan yang
konsisten, koheren, dan
terpadu.
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Pancasila sebagai Sistem Nilai,
Norma, dan Moral

Nilai-nilai Pancasila masih harus dicari dan
ditemukan dalam rumusan Pancasila, bahkan
nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut,

untuk dapat diwujudkan

Nilai-nilai dasar tersebut merupakan nilai-
nilai moral, yang secara aktual dapat
menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia

Nilai-nilai dasar tersebut disusun sebagai satu
kesatuan yang sistematis, dan ditetapkan
sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai
dasar manusiawi, yang berhasil ditemukan
dalam kehidupan bangsa Indonesia

Rumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945, tampak masih begitu umum
dan abstrak, sehingga sulit untuk langsung dijadikan
pedoman dalam kehidupan Indonesia
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Fungsi Pancasila sebagai Moral
Bangsa

Bagaimana fungsi Pancasila pada moral bangsa?

Memberikan wawasan masa depan, baik
konsekuensi maupun sangsi terutama yang
berkaitan dengan tanggung jawab terhadap
Tuhan dalam kehidupan akhirat

Meliputi kerohanian hubungan antar
umat beragama, karena moral
memberikan landasan kepercayaan
kepada manusia, percaya atas itikad baik
setiap kebaikan orang

Memberikan motivasi dalam
setiap sikap dan tindakan manusia
untuk berbuat kebaikan dan
kebajikan yang berlandaskan
moral

Menjamin landasan kesbaran untuk
dapat bertahan terhadap naluri dan
keinginan nafsu memberi daya tahan
dalam menunda dorongan rendah yang
mengancam harkat dan martabat

Menjamin kebahagiaan jasmani dan
rohani
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Sumber Historis

Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai
Philosofische Grondslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum
ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan
hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa orde lama telah mengenal nilai-nilai
kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari
(berdiri di atas kaki sendiri).

Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui
penataran P-4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP-7. Ada banyak butir Pancasila
yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti
BP-7

Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hirukpikuk
perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaraan etika politik. Salah satu
bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara
negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau
kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara
negara.
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Sumber Sosiologis

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan
dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia.
Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah
memakai prinsip “bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh
mufakat”. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang

bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian
yang mendalam
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Sumber Politis

Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar

(Grundnorm) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan-undangan
di Indonesia

Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi (Grundnorm) yang

sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di
bawahnya bersifat konkrit.

Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik
institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi.
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Dinamika dan Tantangan

Bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika?

‘ ‘ Kenapa pentlng k|ta Dapat melemahkan Menjadi jurang pemisah

sendi-sendi kehidupan a”ﬁ?ra kaya dan kr)“ilskki”
. . sehingga menimbulkan
memahami Pancasila berbangsa dan (esenjangan ekonomi yang
bernegara lebar

sebagai sistem etika?

pentingnya Pancasil

SEbagal SlStem etlka Meluluhlantakkan Melemahkan kepercayaan
. semangat persatuan masyarakat terhadap aparat
terkait dengan +tau mengancam penegak hukum

disintegrasi bangsa

problem yang dihadapi

s ndoress g g

Menciderai semangat Mengurangi pendapatan
kemanusiaan negara untuk menjalankan

roda pemerintahan dan upaya
mensejahterakan rakyat
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Dinamika dan Tantangan

Bagaimana dengan watak dan moral manusia Indonesia?
‘ ‘ Watak Lemah
Berbagai permasalahan yang

senang berpura-pura, lain di muka, Tidak teguh dalam
in i mempertahankan keyakinan
melanda bangsa dan negara lain di belakang. Serta diri

menyembunyikan yang

muncul dari diri kita, terutama dikehendaki karena takut ganjaran

masalah yang bersangkutan yang merugikan dirinya

dengan watak dan moral Enggan Tanggung Jawab Tidak Sabar
manusia Indonesia. Akan _ .

o L Memindahkan tanggung Kurang memiliki ketekunan,
tetapi tidak akan menjadi jawab tentang suatu memiliki jiwa pendengki
pemecahan apabila kita kesalahan dan kegagalan dan suka cemburu
sendiri tidak tahu kepada orang lain
permasalahan yang sedang
kita hadapi. Berjiawa Feodal

Senang memperhamba Menggunakan segala daya
pihak yang lemah, upaya untuk pemenuhan
senang dipuji, dan tidak hasrat nafsu dan

suka dikritik keserakahan
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Etika sosial dan budaya ini
dimaksudkan agar segala hak
dan kewajiban baik moral
maupun hukum dalam
hubungan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
senantiasa diukur berdasar
filosofi manusia sebagai
makhluk sosial

Etika keilmuan ini diwujudkan
dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai ilmu pengetahuan
dan teknologi agar mampu
berpikir rasional, kritis, logis,
dan obyektif. Pengembangan
ilmu pengetahuan dan
teknologi itu harus
menjunjung tinggi nilai-nilai
Pancasila terutama sila
pertama

Etika penegakan hukum
dan berkeadilan
dimaksudkan untuk
menumbuhkan kesadaran
kolektif bahwa tertib
sosial, ketenangan,
ketentraman, dan
keteraturan hidup
bersama hanya dapat
diwujudkan dengan
ketaatan terhadap hukum
dan seluruh peraturan
yang ada
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Pancasila sebagai Sistem Etika

Etika pemerintahan dan politik
ini dimaksudkan untuk

mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa (clean and

good governance) sertta mampu
menumbuhkan suasana politik
yang demokratis, bercirikan
keterbukaan, rasa tanggung
jawab, tanggap akan aspirasi
rakyat, menghargai perbedaan,
jujur dalam persaingan,
ketersediaan untuk menerima
pendapat yang lebih benar
kendati berasal dari orang per-
orang atau kelompok minoritas
dan marginal serta menjunjung
tinggi hak asasi manusia

Etika ekonomi dan bisnis
dimaksudkan agar prinsip dan
perilaku ekonomi, baik oleh pribadi,
institusi maupun pengambil
keputusan dalam bidang ekonomi
dapat melahirkan kondisi dan
realitas ekonomi yang baik dengan
bercirikan prinsip-prinsip antara
lain, memberikan kebebasan
berusaha, membangun iklim usaha
kerakyatan yang berdaya saing
secara sehat, mengutamakan
kejujuran, memenuhi rasa keadilan,
transparansi, akuntabilitas publik
dan mendorong berkembangnya
etos kerja ekonomi yang berdaya
saing global serta mampu
memberdayakan ekonomi rakyat
melalui usaha-usaha bersama
secara berkesinambungan.
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